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ABSTRACT 

 

The intended national and planned legacy of national heritage is based on Islamic 

Law, Customary Law and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). The purpose of this 

paper is to know how the determination, position and legal consequences of the 

allegedly dead or the absent (afwezigheid), as well as legal protection for his 

heirs according to Civil Law. The determination by the District Court of 

"afwezigheid" in the perspective of the Inheritance Law of the Inheritance of the 

Inheritance of the Inherited Law, if 5 (five) years have passed since the departure 

of the absent from his residence, may apply to the District Court. The District 

Court shall examine and call to the absentee, and if the absentee does not appear 

/ present without authorizing a representative, the District Court shall make a 

general summonment for a period of at least 3 (three) months (467 BW). If the 

absentee is not present, the District Court will determine that the absentee is 

suspected to have died. It is by this determination that the heirs can control the 

inheritance of the absentee and, if necessary, the moment left behind, may 

establish a new marriage with another person (495 BW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan dan yang sedang direncanakan 

dewasa ini bersumber pada Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

cara penetapan, kedudukan dan akibat hukum dari orang yang diduga meninggal 

dunia atau si yang tidak hadir (afwezigheid), serta perlindungan hukum untuk ahli 

warisnya menurut Hukum Perdata. Penetapan oleh Pengadilan Negeri tentang 

“afwezigheid” dalam perspektif Hukum Waris Perdata, yaitu mereka sebagai ahli 

waris yang berkepentingan, apabila 5 (lima) tahun telah lewat semenjak kepergian 

si yang tidak hadir dari tempat tinggalnya, dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri akan memeriksa dan melakukan 

pemanggilan kepada si yang tidak hadir, dan apabila si yang tidak hadir tidak 

datang/hadir tanpa memberi kuasa kepada seorang wakil, maka Pengadilan Negeri 

akan melakukan pemanggilan secara umum dalam jangka waktu selama 

sedikitnya 3 (tiga) bulan (pasal 467 BW). Jika si yang tidak hadir/wakilnya tetap 

tidak hadir, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan bahwa si yang tidak hadir 

diduga telah meninggal dunia. Dengan penetapan itulah ahli waris dapat 

menguasai harta warisan dari si yang tidak hadir dan jika diperlukan saat itu yang 

ditinggalkan dapat melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain 

(pasal 495 BW). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dari penulisan di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut : 

1. Hak ahli waris untuk menerima harta pewaris yang meninggal dunia  

mendapatkan perlindungan hukum secara adil sesuai bagiannya masing-

masing dari jumlah ahli waris yang ada, dan harta warisan yang akan 

dibagi. Dalam hal ini pembagian warisan juga harus memperhatikan 

Legitime Portie masing-masing ahli waris. 

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris terhadap pewaris 

yang “diduga meninggal dunia” adalah dengan mengajukan permohonan 

penetapan pengadilan, yaitu setelah lewat 5 (lima) tahun tidak ada kabar 

dan tidak meninggalkan pesan atau kuasa (pasal 467 BW), atau 10 

(sepuluh) tahun apabila si yang tidak hadir meninggalkan kuasa dan kuasa 

tersebut telah daluwarsa karena lewatnya waktu 10 (sepuluh) tahun (pasal 

470 BW). Afwezigheid bisa dimohonkan penetapan pengadilan oleh si 

yang berkepentingan dengan maksud : 

a) Tentang harta tetap dari si yang tidak hadir 

b) Tentang pemohonan untuk melakukan perkawinan ke-2 (dua) 
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4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran :  

1. Bahwa suatu peristiwa afwezigheid bagi ahli waris yang berkepentingan 

harus mendapat keabsahan melalui penetapan pengadilan, sehingga saya 

berharap agar penegak pengadilan lebih teliti memahami makna dan 

tujuan afwezigheid, agar ahli waris yang mengalami keadaan afwezigheid 

mendapatkan keadilan untuk mengatasi masalah harta warisannya.  

2. Peristiwa Afwezigheid bukan hanya dialami oleh “orang” saja tetapi juga 

dapat dialami oleh suatu Badan Hukum, oleh karena itu bagi ahli waris / 

pengurus suatu Badan Hukum yang berkepentingan juga harus 

mendapatkan keabsahan penetapan pengadilan, sehingga dengan penulisan 

ini diharapkan penegak hukum dapat lebih memahami makna dan tujuan 

suatu penetapan yang adil tentang afwezigheid bagi ahli waris dari suatu 

badan hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan. 
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